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DAI{A BAGI HASIL SEKTOR PAIAK
ERA OTONOMI DAERAH DI IAWA TENGAH
Oleh: Sulistyowati
Absttact : To archieoe aertical equalitation in the leuel of prooince in
Indonesia there are'two types of tronsferfundwhich are extractedfron lax
and natwal rcsources reuettues. This rcsearch will focus on the tax-baseil
oertical equalization type of shaing namely land and construction tax
(PBB), In Cmtral laua Land and C-onstuction tax inereases 20% per
annum duing the fiae year under obsentation, Houteoer, due to tlu absent
for any regulation on tlu allocation of the Land and Construction Tax
tezenues, tlu province oftm allocates the ranmue unprudmtly.
Kqworils : vertical equalization sharing, I-and and Construction Tax,
Unprudent allocation.
Pendahuluan
Sistem transfer dana yang dipakai di Indonesia merupakan
merupakan hasil evolusi dalam kurun waktu lebih dari 50 (lima
puluh) tahun sejak tahun 1945. Sistem transfer ini mempunyai arti
yang sangat pentin& karena pengeluaran Pemerintah Daerah
sebagian besar, sekitar dua pertiganya dibiayai dari dana transfer
yang diberikan oleh Pemerintah Pusat (Mahi, 2ffi2). Secara um-um
terdapat 3 (tiga) jenis transfer di Indonesia, yaitu Subsidi (bertujuan
untuk mencukupi kebutuhanrutin terutama gaji), Bantuan (bertujuan
untuk memberikan bantuan pembangunan, baik yang bersifat umum
maupun khusus) dan DIP (Daftff Isian hoyek). Kedua jenis yang
pertama dapat dikategorikan sebagai bantuan antar tingkat
pemerintahan (ntergooanmmt grant). Sebab menjadi bagian dari
bagian dari anggaran pemerintah daera\. Sementara DIP
diklasifikasikan sebagai h*inil allocation, artinla merupakan dana
sebagai perwujudan mekanisme pelaksanaan azas dekonsentrasi
(Yaru, 2002;FauzanM,2006). Dana ini termasuk dalam pengeluaran
sektoral yang dialokasikan dari Pusat (APBI.{) untuk membiayai
proyek-proyek/pengeluaran pembangunan di daerah-daerah.
Walaupun dana mengalir ke Daerah, namun tidak termasuk ke dalam
anggaran Pemerintah Daerah.
Salah satu alasan utama betapa pentingnya peran dana transfer
dari Pemerintah Pusat untuk Pemerintah Daerah adalah untuk
menjaga/menjamin tercapainya standar pelayanan publik minimum
di seluruh Negara. Peran Pemerintah untuk mengurangi kesenjangan
antar Daerah, dalam hal ini diperlukan karena kondisi keuangan dan
ekonomi daerah-daerah di banyak Negara cenderung tidak merata.
Ketidak adilan dalam pembagian sumber-sumber keuangan antara
Pusat dan Daerah menyebabkan terjadinya peningkatan kesenjangan
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pertumbuhan ekonomi antar Daeralr, kurangnya tingkat kemandirian
daerah dan munculnya ketidak puasan masyarakat di daerah.
Masalah perimbangan keuangan ini merupakan salah satu
funtutan reformasi, dan sebagai jawaban atas tuntutan tersebut
Pemerintah telah menetapkan Undang-undang Nomor 25 Tahu n1;g99
teptang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah pusat dan
Daeralg yang telah diubah lagi menjadi Undang-undang Nomor 33
Tahun 2004 tentang hal yang sama. pada umumnya APBD
(AnggaranPendapatan dan Belanja Daerah) suatu daerah didominasi
oleh Sumbangan Pemerintah Pusat dan sumbangan-sumbangan lain,
yang diatur dengan peraturan perundang-undangan. Hal ini
menyebabkan daerah sangat tergantung kepada pemerintah pusat,
sehingga kemampuan daerah untuk mengembangkan potensi yang
mereka miliki menjadi sangat terbatas. Rendahnya pendapatan Asii
Daerah dari suatu daerah bukan disebabkan oleh karena secara
struktural daerah memang miskin atau tidak memiliki sumber-
sumber keuangan yang potensial, tetapi lebih banyak disebabkan oleh
kebijaksanaan Pemerintah Pusat. Selama ird sumber-sumber yang
potensial dikuasai oleh pemerintah Pusat.
Transfer .dana dari Pemerintah pusat merupakan sumber
penerimaan yang sangat dominan bagi Pemerintah Daerah di banyak
\ug"tu berkembang termasuk di Indonesia. Sumber ini (transfer
dana) membiayai sekitar 72% pengeluaran provinsi dan g2 o/o
pengeluaran Kabupaten/ Kota pada dekade 1990-an di Indonesia
(Simanjuntak,2000).
Namun kenyataan di Indonesi4 terdapat berbagai jenis transfer
yang sebenarnya tidak berdasarkan kepada suatu?ajar hak yang
jelas. Adanya jenis transfer semacam ini lebih didominasi ohfi
kepentingan-kepentingan yang sifatnya politis. selain itu berbagai
macam transfer tersebut diatur dalam berbagai jenis peraturan, biik
yang berupa peraturan pemerintah, Keputusan presiden nraupun
dalam bentuk Instruksi Presiden, yang tersebar dan tidak terpola
denganjelas.
_ _ Dalam pe4alanannya, temyata Undang-undang Nomor 32
Tahun L956 tidak dapat berlaku secara efektif, hal ini dapat dilihat dari
semakin tergantungnya Daerah kepada pusat. Keharusan adanya
pengaturan mengenai hubungan keuangan antara pusat dan D"erih,
baru diamanatkan secara tegas dalam Undang-undang Nomor 5
Tahun 1974 tentang Pokok-pokok pemerintahut di Daerah
khususnya dalam pasal ST mengamanatkan : ,,perimbangan
keuangan antara Pemerintah dan Daerah diatur dengan Undang-
undang". Namun demikian sejak diundangkannya Unlang-undang
tersebut sampai dinyatakan tidak berlaku lagi karena ieluarnya
lnda1S-undang Nomor 22 Tahun lggg tentang pemerintahan
Daera]r, U:rdang-undang yang mengatur tentang keuangan tidak
pemahdibuat.
Diundangkannya Undang-undang Nomor 22T ahun 799, maka
tuntutan dikeluarkannya pengaturan mengetahui hubungan
keuangan antara Pusat dan Daerah seca.ra t"g"r diatur dlna
perimbangan dan juga amanat perlunya dibuat Undang-undang yang
mengatur mengenai perimbangan keuangan. Berdasarkan hal
tersebut, maka diundangkanlah [ru Nomor 25 Tahun 1999 tentang
Perimbangan Keuangan Antara pusat dan Daerah.
Terlepas dari konfigurasi politik yang mendorong lahimya UU
tersebut, yang merupakan salah satu upaya mutakhir dari pusat
unfuk mengatur pola hubungan keuangan antara pusat dan Daerah.
Jelasnya UU tersebut sebagai aturan yuridis forrnal telah memberikan
harapan baru bagi Daerah guna memperoleh kesempatan untuk
mewujudkan kemandiriannya dalam mengelola dan memanfaatkan
sumber-sumber pendapatan yang dimiliki dalam rangka
penyelenggaraan pemerintahan.
Berdasarkan Pasal l ayat (20) UU No. 30 Tahun 2004 Dana Bagi
Hasil adalah dana yang bersumber dari pendapatan ApBN yang
dialokasikan kepada daerah berdasarkan dana prosentase untuk
mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan
desentralisasi. Dana Bagi Hasil bersumber pada pajak dan sumber
dayaalam.
Sebelum mengetahui besamya Dana perimbangan yang berasal
dari bagian Daerah dari penerimaan PBB, terlebih dahulu perlu
dikemukakan batasan mengenai PBB. Berdasarkan Pasal 18 UU No.
12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Jo. UU No. 12
Tahun194 tentang Perubahan UU No. 12 Tahun 1985 tentang pajak
Bumi dan Bangunan dinyatakan bahwa: "Pajak Bumi dan Bangunan
merupakan paiak yang dikenakan atas bumi danf atau bangunan,.
Sedangkan su$ek dari PBB adalah orang atau badan yang secara
nyata mempunyai hak abs bumi dan/ atau memperoleh manfaat atas
Bangunan. Adapun obiek PBB ini adalah bumi dan/ atau Bangunan
bumi mmurutUU tersebut adalahper:mukaan dan tubuh bumi yang
ada di bawahnya, yang dimaksud dengan bangunan
adalah kontruksi teknik yang ditananu atau diletalckan secara tetap
pada tanah dan/ abu perairan-
Memperhatikan hal tersebut di atas, maka dapat disimpulkan
objek PBB merupakan sumber perrdapatan vang cukup besar,
terutama pada Daerahdaerah perkoban, hal ini disebabkan pada
wilayah ini pemanfaatan atas bumi dan bangunan dapat dikatakan
cukup tingg. Terlebih lagi dalam msrcntukan besamya tarif pajak
ditentukan berdasarkan nilai jual o$ek paiak (NJOp), yang
kebutuhan atas bumi (baca : tanah) di wilayah perkotaan adalah
cukup tingg bangunan secara langsung dapat mendongkrak
perolehan Daerah dari PBB.
Berdasarkan paparan latar belakang penelitian diatas, maka
penelitian akan menjawab dua research questiurs, yaitu : (a). seberapa
besar dana bagi hasil dari sektor pajak PBB diuima provinsi ]awa
Tengah selama lima tahun (2002 - zfff,)? dan (b) Daerah Kabupaten
atau Kota di wilayah provinsi fawa Tengatr yang memberikan
konhibusi pajak PBB terbesar terhadap per€rintah provinsi jawa
Tengah selama lima tahun (2W2 -20[5)..
Otonomi fiskal daerah merupakan salah satu aspek yang sangat
penting dari otonomi daerah secara lcesekrnrhan Hal ini disebabkan
karena pengertian otonomi fiskal daerah, mengambarkan
kemampuan pemerintah daerah dalam m€ningkatkan pAD seperti
p{ak, retribusi dan lainJain. Namun derrftiaru dari hasil penelitian
IKR (hrdeks Kemampuan Rutin) daerahdaerah Tingkat II masih
sangat rendah (Elia, 7997). Artinya bahwa PAD Dati tr seluruh
Indonesia Belum mampu membiayai perrgetuaran nrtin- Oleh karena
itu otonomi daerah dan juga pemerintah aan perrlangunan daerah
dapat diwujudkan hanya apabila disertai otunomi keuangan yang
efektif: Berarti bahwa pemerinhh datrah se'carzr finansih harus
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bersifat independen terhadap pusat dengan jalan sebanyak mungkin
menggali sumber-sumber PAD, seperti pajak, retribusi dan
sebagainya (Elia, 799 6) .
Ada dua pandangan yang bertentangan mengenai masalah
otonomi daerah. Ada yang berpendapat bahwa kemampuan
pemerintah daerah untuk menjalankan fungsinya tergantung pada
kemampuannya dalam menggali sumber-sumber penerimaan yang
independen, misalnya, pajak dan retribusi. Alokasi dana dari
pemerintah pusat kepada daerah akan disertai kontrol yang ketat
terhadap pengeluaran daerah. Pemerintah daerah yang mempunyai
pendapatan besar dan independent akan mempunyai posisi yang
lebih baik daripada pusat.
Secara teoritik terdapat beberapa pendekatan dalam
merumuskan hulrrlgan keuangan pemerintah pusat dan daerah.
Pendekatan Kapitalisasi (permodalan). Dalam pendekatan ini
pemerintah daerah memperoleh modal permulaan yang diharapkan
untuk diinvestasikan menurut cara-cara yang dapat menghasilkan
pendapatan untuk menutup pengeluaran rutin. Dalam prakteknya,
pendapatan itu juga dapat digunakan untuk mengembalikan modal,
atau untuk menghasilkan deviden bahkan untuk menambah modal
semula, tergantung strategi dan perhitungan masing-masing pihak.
Modal untuk pemerintah daerah sebagai pemberian pemerintah
pusat dapat berbentuk bantuan (grant), sehingga tidak diperlukan
adanya pembanyaran kembali atau pengembalian dalam jangka
waktu tertentu, akan tetapi, modal awal bagi pemerintah daerah
menurut teori ini tidak harus berbentuk uan& tapi tidak juga
berbentuk barang-barang tertentu yang langsung berhubungan
dengan program pembangunan daerah.
Konsekwensi dari pendekatan kapitalisasi ini adalah bahwa
pemerintah daerah harus mampu memandirikan kegiatannya,
sehingga mampu mencukupi kebutuhan sendiri. Tetapi, berhubung
pemerintah daerah sekalipun memiliki hak otonom, banyak
dipengaruhi atau mendapat"tekanan" dari pemerintah pusat atau
pemerintah tingkat atasnya. Banyak keputusan pemerintah daerah,
sekalipun telah ditetapkan, terpaksa mengalami perubahan hanya
karena mendapat instruksi atau perintah khusus dari pemerintah
pusat atau pemerintah tingkat yang lebih tinggi. Perubahan terhadap
rencana kebijaksanaan pemerintah pusat, pada dasamya hanya
merugikan pemerintah daerah tetapi dipihak lain akan semakin
memperkuat atau menguntungkan kebijaksanaan nasional. Apabila
hal ini dibiarkan terus menerus, maka akan menggagalkan rencana
semula dari pendekatan ini, yakni memperkuat pemerintah daerah
menujukemandirian.
Memang pendekatan ini memiliki beberapa kelemahan, tetapi
sejauh ini pendekatan kapitalis dinilai dapat menjamin pembiayaan
yang cocok untuk kegiatan pemerintahan daerah (Davey, 19gg). Hal
ini tepat karena pada dasarnya, untuk memulai suatu aktivitas dan
kegiatan pengelolaan urusan-urusanny4 maka pemerintah daerah
pasti membutuhkan modal awal berupa bantuan keuimgan.
Pendekatan Pendapatan. Berbeda dengan pendekatan pertama yang
memberikan bantuan awal kepada pemerintah daerah dalam
menyelenggarakan urus€m-urusan pemerintahan di daerah berupa
modal awal, pendekatan kedua ini lebih mengandalkan perhatian
pada pemerintah daerah dengan memberikan sejumlah sumber
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pendapatan yang dipandang potensial di daerah. Atas dasar
pendekatan ini pemerintah daerah diberi otonomi untuk mengelola
sejumlah urusan, yang kemudian menjadi sumber bagi pembiayaan
daerah.
Kelebihan pendekatan pertam4 yaitu memandirikan pemerintah
daerah, maka kelebihan pendekatan kedua adalah, pemerintah
daerah diajak untuk dapat bersaing dengan daerah lainnya.
Kompetisi yang terbuka ini, akhirnya diharapkan akan memacu
akselerasi pembangunan di daerah secara berkelanjutan. Jadi
sebenarnya pendekatan ini juga akan mengarah pada upaya
memandirikan daerah sedemikian rupa sehingga mampu menunjang
berbagai program pemerintah pusat.
Persoalan yang mungkin perlu dikaji lebih lanjut dari pendekatan
ini, bahwa setiap daerah yang ada dalam sauatu negara pasti memiliki
perbedaan potensi. Hal ini mengakibatkan perbedaan jumlah
pendapatan yang mampu diperoleh guna membiayai kebutuhan
daerahnya.
Ada dua keuntungan dari pendekatan ini, yakni :
(1) Pendekatan ini lebih mendudukan otonomi daetah pada posisi
yang sebenarnya, karena daerah lebih leluasa mengatur dan
menentukan alokasi pembiayaan serta obyek pajak dan tarifnya
sesuai dengan pertimbangan daerah setempat. Hal ini akan
membiasakan pemerintah daerah mengambil kebijakan untuk
mengolah dan mengalokasikan sumber-sumber penerimaan
yangada.
(2) Daerah akan lebih mampu mengambil langkah dan kebijakan
tertentu, sehingga pendapatan dapat dioptimalkan, yang
akhirnya dapat menunjang upaya pelpajakan nasional, meskipun
daerah gagal mengoptimalkan sumber -sumber pendapatan
namun tidak membebani pemerintah pusat. Oleh karena bagi
daerah terdapat dana bantuan yang berupa transfer dari pusat
padadaerah.
Namun, hingga saat ini pola sentralisasi masih mendominasi asas
desentralisasi, sehingga pemerintah pusat leluasa mengatur
pembagian urusan kepada daerah-daerah. Adanya dominasi pusat
kepada daerahdaerah dalam konteks hubungan keuangan, semakin
memperlemah posisi pemerintah daerah dan mengakibatkan tingkat
ketergantungan daerah kepada pusat semakin besar. Dapat dikatakan
pula bahwa tedapat ketimpangan yang tinggi antara pusat dan
daerah. Maka diperlukan berbagai upaya agar pemerintah daerah
semakin berdaya dan tidak terlalu bergantung kepada pemerintah
pusat.
Pendekatan Pengeluaran. Pendekatan ini menjamin daerah cukup
memiliki biaya guna memenuhi kebutuhan masyarakat daerah.
Untuk itu maka pemerintah pusat memberikan dana bantuan
(sumbangan), pinjaman atau bagi hasil pungutan kepada pemerintah
daerah. Pendekatan ini harus diupayakan agar tidak membiarkan
tambahan tugas bagi daerah dari pemerintah pusat yang akan
berakibat meningkatkan pengeluaran. Pdndekatan ini merupakan
upaya untuk meminimalkan kelemahan pada pendekatan pertama
dankedua.
Pendekatan Komprehensif. Pendekatan ini berusaha
menggabungkan sasaran pengeluaran dengan sumber dananya.
Berdasarkan pendekatan ini, sumber-sumber penghasilan diserahkan
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kepada daerah baik berupa pendapatan asli daerah ataupun bagian
dari pajak nasional. Bantuan dan pinjaman ditujukan kepada
pemerintah daerah guna menutupi fiskal gap antara kebutuhan
denganpotensi daerah.
Melalui pendekatan komprehensif, maka pemda pemerintah
daerah tidak akan diberi tanggung jawab yang besar tanpa disertai
pemberian sumber dana yang memadai. Pendekatan ini yang
meletakkan tanggung jawab yang besar kepada pemerintah pusat
untuk menjamin agar pemerintah daerah mendapat sumber'sumber
dana yang cukup, baik dari penyerahan pajak atau dari bantuan pusat
dan pinjaman. Pendekatan ini juga akan mendorong pemerintah
pusat untuk memperhatikan kapasitas pendapatan pernerintah
daerah.
Ada beberapa alasan perlunya dilakukan transfer dana dari
Pusat ke Daerah. Pertama, untuk mengatasi persoalan ketimpangan
fiskal vertikal. Umumnya pemerintah pusat menguasai sebagian
beear sumber penerimaan utama negara/ sedangkan daerah hanya
berwenang untuk memungut pajak yang berbasis lokal. Kekurangan
sumber penerimaan daerah untuk dapat memenuhi kebutuhannya
diperlukan transfer dana dari pusat.
Kedua, kemampuan daerah dalam menghimpun pendapatan
sangat bervariasi, tergantung kondisi daerah masing.masing, Begitu
pula kebutuhan daerah bervariasi, hal ini mencerminkan besar
kecilnya kebutuhan fiskal. Dengan membandingkan kebutuhan dan
kapasitas fiskal maka dapat dihitung kesenjangan atau celah fiskal,
yang seyogyanya ditutup oleh transfer dari pusat.
Ketiga, peran penting transfer dari pusat adalah dalam
konteks adanya kewajiban untuk menjaga tercapainya standar
pelayanan minimum. Keempa! untuk mengatasi persoalan yang
timbul dari perintahnya efek pelayanan publik. Kelima, untuk
stabilisasi. fadi secara prinsip tujuan umum dari transfer dana
pemerintah pusat adalah untuk :
1) Meniadakanatau meminimumkanketimpanganfiskalvertikal;
2) Meniadakan atau meminimumkan ketimpangan fiskal
Horisontal;
3) Menginternalisasikan sebagian atau seluruh limpahan manfaat
(biaya) kepada daerah yang menerima.
Ada beberapa kriteria umum terkait dengan desain transfer pusat ke
daerah,
a. Otonomi









Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, Bogdan
dan Taylor dalam Moleong (2004 : 30) mendefinisikan metode
kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data
deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan
perilaku yang dapat diamati. Metode kualitatif juga merupakan
metode penelitian ilmu sosial yang berusaha melakukan deskripsi
Metoda Penelitian
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provinsi lawa Tengah tahun anggaran 2002 - 2006, @appeda dan BpS
Propinsi Jawa Tengah, Tahun 2006) nampak bahwa temyata selama
lima tahun selalu terjadi kenaikan. Meskipun pada tahun 2005 ada
beberapa Kabupaten yang mengalami penurunan dan juga secara
rata-rata untuk tingkat provinsi juga demikian. yaitu pada tahun 2008
rata-rata kenaikan mencapai 21,86; tahun 2004 sebesar 2413, namun
pada tahun 2005 terjadi penurunan dimana rata-ratanya hanya
mencapai L0,15 dan kemudian pada tahun 2005 meningkat cukup
drastis yakni mencapai 25,56.
Apabila dirinci per tahun anggaran maka untuk Kabupaten dan
Kota yang memberikan sumbangan PBB terbesar pada provinsiJawa
Tengah adalah pada tahun 2003 meliputi Kabupaten Wonosobo
(40,37%); Kabupaten Pekalongan p8,96Yo) dan Kabupaten Kebumen
(30,M%); tahun anggaran 2004 meliputi Kabupiten punuoreio
(38,797o);KabupatenKebumen(37,2|o/");KabupatenBlota(34,06"i).
Tahun anggaran 2005 terdiri dari Kabupaten Banjamegan (39,79%);
Kabupaten Blorc (33,79%); Kabuparen Rembang (29,96%) dan pada
tim_ anggaran 2005 yang terbesar memberi sumbangan pajak pBB
pada provinsi ]awa Tengah yaitu Kabupaten Kudus (+2,+O%1;
Kabupaten Grobogan (38,54%) dan Kabupaten Bl on (BS,7l%).
Adapun kabupaten yang memberikan sumbangan pBB terendah
per tahunnya adalah Kabupaten Cilacap (8,40y"), Kota Surakarta
9,59"/')i Kabupaten Rembang (7,Xy") untuk tahun anggaran 200g.
Pada tahun anggaran 2004 yaitu Kabupaten Banjarn egari(S,tZ%o,1 dan
5"l"putun Grobogan (13,7 6./,) dan Kabupaten pekalon gan $ats6%).
Tahun anggaran 2005 Kabupaten Temanggung (-5,55%j;Kabupaten
Purworejo (-3,52%); dan Kabupaten Semarang (-2,91,%). pada iahun
anggaran 200Q Kabupaten Banjarnegta (6,08%); Kabupaten Klaten
(73,30%) dan Kota Salatiga (77A57") merupakan kabupaten yang
menyumbang terendah pajak PBB bagi pemerintah provinsi iawa
Tengah.
Rata-rata prosentase kenaikan pBB per tahun untuk tingkat
provinsi Jawa Tengah adalah pada tahun anggaran 2003 sebesar
2186%; tahun anggaran 2004 sebesar 24,43%; tahun anggaran 2005
sebesar 10,16o/o dan pada tahun anggaran 2006 sebeiar 26,fi%.
Kabupaten dan kota yang memberi sumbangan sebanyak 1g yang
meliputi kabupaten-kabupaten : Banyumas; purbalingga;
Banjarnegara; Kebumen; Wonosobo; Boyolali; Klaten; Sukohirrjo;
lvgnogui; Karanganyar; Sragen; Grobogan; ]epara; Demak; Kenda}
Pekalongan; Pemalang dan kota Pekalongan.
Pada tahun an ggaran2}}4sebanyak 19 kabupaten yang memberi
sumbangan PBB diatas rata-rata meliputi , -ila""p; B*yo-"r;
Purbalingga; Kebumen; Puworejo; Magelang; Boyolali; ieaten;
Wonogiri; Karanganyar; Sragen; Blora; Rembang; Itudus; Demak;
Temanggung; Batang; Tegal dan Kota Surakarta.
Pada tahun anggaran 2005 ternyata hanya 9 kabupaten yang
lemberi sumbangan PBB diatas rata-rata yakni : Cilacap; Banyumas;
Banjamegara; Blora; Rembang; pati; Kudus; Jepara dan kota
Semarang. Provinsi jawa Tengah tahun 2005 yang menyumbang ptsB
diatas rata-rata hanya ada 10 kabupaten meriputikabupaten cit-acap;
Banyumas; Grobogan; Blora; pati; Kudus; ]eplra; Demai;
Temanggung; dan Pekalongan.
, Ternyata dari 35 Kabupaten dan Kota di Jawa Tengah selama lima
tahun anggaran sejak 2002 - 2006 hanya terdapat Jatu Kabupaten
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yang memberikan sumbangan PBB secara terus menerus yakni
kabupaten Banyumas, meskipun bukan penyumbang terbesar.
Bahwa sebenamya dana yang disumbangkan dari kabupaten dan
kota ke provinsi yang berasal dari pajak bumi dan bangunan cukup
besar karena seperempat dari jumlah PBB yang diterima kabupaten
dari kota. Hanya saja, karena tidak ada kejelasan/aturan tentang
penggunaan dana yang berasal dari PBB tersebut sehingga tidak
dapat dipungkiri apabila pemakaiannya terkadang diluar
kepentingan publik meskipun masuk ke dalam APBD. Hal ini pemah
dimuat di harian Kompas yang mmyatakan bahwa sebagian dari
dana PBB provinsi diberikan pada Dharma Wanita. Memang hitsi*
saat ini tidak pemah ada penjelasan mengenai rincian pemakaian
dana yang berasal dari PBB tersebut. Penggunaan dana PBB tersebut
diserahkan sepenuhnya pada masing-masing pemerintah baik untuk
tingkat provinsi maupun Kabupaten/Kota.
HasilPenelitian.
Secara umum semua daerah kab/kota di ]awa Tengah semua
mengalami kenaikan prosentase penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak
Bumi dan Bangunan meskipun tidak semua kenaikannya sama,
namun beberapa kabupaten mengalami kenaikan tertinggi dialami
oleh kabupaten Wonosobo (4,30%), Pekalongan (4,30o/o), Brebes
(4,23%), Blon (4,02%) sedikit yang mengalami kenaikan terendah
dialami kabupaten Rembang (O73) sedikit untuk kota dialami oleh
kota Magelang (O58) dan untuk kota kenaikan tertinggi selama 5
tahun penelitian dialami oleh kota Semarang yaitu 8,11.%, 6,500/o,
13,97o/o darr 6,8'1.%. Dan untuk kabupaten dialami oleh Kabupaten
Blora yaitu dengan kenaikan sebesar 4,02%; 4A9%; \8,50%;938%
sedikit untuk kota Magelang alami kenaikan kurang dari 1% yaitu
0,6,0,55, O15 dan Q51(Bappeda dan BI€ Propinsi Jawa Tengah,
Tahun2003).
Pada tahun kedua juga semua kab dan kota mengalami kenaikan
persentase penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan
nilnun terjadi perubahan posisi yakni kabupaten Cilacap (5,60o/o),
kabupaten Kebumen (498%), kabupaten Purworejo (4,20'/.) dan
kabupaten Banyurnas (4,15%) dan tentu saja kabupaten Blora (4,49%)
mengalami kenaikan tertinggi dan yang mengalami kenaikan
terendah dialami oleh kabupaten Banjarnegara (0,79%) dan untuk
kota yaitu Magelang (0,55 % ), Tegal (Q88 % ) dan Salatiga (0,95 % ).
Pada tahun ketiga temyata malah sebagian kab dan kota
mengalami penurunan persentase penerimaan Dana Bagi Hasil
Pajak Bumi dan Bangunan pada kab dan kota di Jawa Tengah.
Bahkan ada beberapa kab yang tidak mengalami kenaikan nalnun
minus yang berarti penerimaannya lebih kecil dibanding tahun
sebelumnya. Adapun kab yang dimaksud adalah kabupaten
Kebumen (-0,39%), kabupaten Purworejo (0,81%), kabupaten
Semarang (-0,7L%) dan kabupaten Temanggun g (-0,95Y"). Terdapat
pula kabupaten-kabupaten yang mengalami kenaikan kurang dari
satu persen terjadi pada kabupaten Pemalang (0,81,%), Kendal
(0,38%),kabupaten Wonogiri (0,62%),kabupaten Klaten (O80%) dan
kabupaten Wonosobo (0,75%), sedangkan untuk kota dialami oleh
kota Tegal (0,'1.4%), kota Salatiga (0,15%) dan kota Pekalongan
(0,5'1,y.). Pada tahun yang sama kenaikan tertinggi dialami oleh
kabupaten Blora yakni 18,50% yang kemudian disusul oleh
Banjamegara dengan kenaikan sebesar L2,01% dan berada di urutan
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ketiga dicapai oleh kabupaten Cilacap sebesar 7,66%, sedangkan
untuk kota dicapai oleh kota Semaran gsebesat 79,97%,
Hasil terakhir pemerimaan Dana Bagi Pajak Bumi dan Bangunan
kabupaten dan kota se ]awa Tengah tahun 2006, adalah sebagai
berikut beberapa kabupaten mengalami penurunan jumlah
penerimaan yakni kabupaten Banyumas penurunannya sebesar
1,47%; kabupaten Purbalingga sebesar 0,75%, kabupaten
Banjamegara sebesar 11,45% yang merupakan jumlah terbesar untuk
semua kabupaten/kota yang mengalami penurunan penerimaan
Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan di wilayah provinsilawa
Tengah. Kabupaten lain yang juga mengalami penurunan
penerimaan adalah kabupaten Sukoharjo sebesar 0,25%, kabupaten
Blora juga mengalami penurunan penerimaan cukup banyak yakni
seb€6ar 9,12%, kabupaten Rembang juga berkurang sebesar 4,lg%,
kabupaten Pati berkurang sebesar 0,91% dan kabupaten fepara
berkurang sebesar 1,42%, Keadaan demikian juga mengalami oleh
ealah satu kota yakni kota Semarang yang mengalami jumlah
penurunan penerimaan dari tahun sebelumnya sebrleat 7,16%
(Bappeda dan BI€ Propinsi Jawa Tengah, Tahun 2005). Secara umum
selama lima tahun anggaran (2002-2006) penerimaan pajak bumi dan
bangunan Kabupaten dan Kota di |awa Tengah seldu meningkat.
[Ial ht dapat dilihat pada Tabel 3.1. Adapun kenalkannya adalah
Bebear 11,78% (2003); 77.42ah (2004);8.05% (20051darl.?f,,7% (2006).
Kenatkan terbegar terJadt pada tahun 2005 ke 2ffi6 yaknt aebesar
28.7%. Dari tabel tersebut memang terlihat bdrwa dl geluruh wtlayatr
kabupaten dan kota di fawa Tengah pada perlode tersebut realbasl
penertnaan paJakbunri dan bangunan nalk.
Pmftalntan
Perkembangan pelalaanaan Pajak Bumt dan Bangunan tidak
terlepas dari perkembangan lcehidupan ekonomi maeyarakat itu
e€ndb:i sebagai pendapatan pemerintah. 9ejak dari dulu Indonesia
sudah mengenal berbagai pungutan terhadap tandr dan atau
bangunan. Pungutan int dibagi dalam dua maea, yaitu masa sebelum
kemedekaan dan masa sesudah kemerdekaan.
Masa eebelum kemerdekaan. Pada zaman kolonial sudah
dilakukan banyak pungutan bermacam-macam pajak dad tanah
yang digarap oleh rakyat lndonesia seperti countengenten dan
verplerhte leverantieen yang lebih dikenal dengan sebutan tanam
paksa. Pada saat imperialisme Kerajaan Inggis dilalaanakan
landrent yaitu pungutan uang sewa tanah terhadap penduduk
jajahan. Setelah Inggris terusir datang penguasa baru yaitu Keraiaan
Belanda yang melakukan pungutan terhadap rakyat yang disebut
dengan landrente. Namun pada tahun 1870 sistem ini diganti dengan
sebutan system agrarischewet. Pergantian penguasa colonial di
trdonesia berlanjut dengan digantikannya Kerajaan Belanda oleh
Pendudukan Militer lepang. Saat pendudukan Iepang teriadi
perubahan pada pajak tanah dan berkembang menjadi Pajak Bumi.
Masa sesudah kemerdekaan. Pada tahun 1945 bersamaan dengan
pemyataan kemerdekaan Republik lndonesia, landrent masih tetap
diberlakukan tetapi namanya diganti menjadi Pajak Bumi yang dalam
perkembangan selanjutrya diganti "Pajak Hasil Bumi". Pengenaan
pajak tidak hanya nilai tanah saia tetapi termasuk yang dikeluarkan
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dari tanah sehingga menimbulkan kekecewaan dari rakyat. Akibat
dari pengenaan pajak berganda ini pada tahun 7952-7959 untuk hasil
yang keluar dari tanah,dan bangunan dikenakan dengan Pajak
Peralihan.
Pcmerintah pada tahun 1959 telah mengeluarkan Undang-
undang nomor 11 tahun 1959 yang kemudian disahl€n menJadi
Undang.undang nomor 1 tahun 1961, lndoneEla masih
mcmberlakulan Pajak Haeil Bumi yang pada pokoknya didaEarkan
mat$i ordonacl landrente tahun 1939 dan berlaku khuguo bagi tandt
miltk orang Indonesia aell,
BcrdaEarkan keputuaan Kabfuict Ampera tanggal 10 Pahuart
1967, Palak Haell Burni berlaku untuk tanah'dl Indonesla dtn
pengelolaan PaJak Haell Buml (PHB) dilakukan oleh Dlnas
Infraetuktur Tanah (DIT), PaJak Hasll Bumi dt bawah naungan
Departemen luran Negara atas dacar keputusan Menteri luran
Negara nomor 1-1-3 BPPMU tanggal 29 Oktober 1965. Dhre
Infrastguktur Tanah Pajak Haoil Buml diganti menfadl Dn IPEDA
(Iuran Pembangunan Daerah), Hal ini diberlakukan oampai tahun
1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan. Dengan adanya undang
undang teraebuit dlharapkan dtdapatkan adanya keeederhanaan,
kemudahan dan kepactian hukum bagi wajib pajak.
Dengan perubahan zanan dan tuntutan masyarakat yang eukup
cepat, pemerfurtdr berupaya melakukan penyemPurnaan terhadap
Undangundang nomor 12 tahun 1985 menjadi undang-undang
nomor 12 tdiun 1994. dengan adanya peny€mpumaan inl diharapkan
dalam pelakaanaan pcmungutan PaJak Bund dan Bangunan leblh
dapat dilakukan EeEual dengan aturan yang berlaku.
Sesuai dengan undang-undang PBB nomor 12 tahun 1994 paaal5,
tarff paJak yang dlkenakan atae obyek pajak adalah ccbcoar 0.5% (ltura
pereepuluh pereen). Sedangkan eara mengh{tung pafak menurut
Lifardlaerno (2004ra) dapat dirumuokan :
Pqiak tenrtang = tarifpaiak x nilai jual kena pajak
(NtrP) 0.5% x [peroentase NJKPx $.IJOP-NJOPTKP)
Alokaal dana bagl haall PBB dltetapkan oleh Menterl Keuangan.
Alokasi lnl dttetapkan berdaaarkan reReana penerlmaan PBE tdun
anggaran beraangkutan paltng lambat dua bulan cebclum trhun
anggaran bersangkutan dllakaanakan,
Dana bagt haotl paJak bumt dan bangunan dlEalurkan dengan
eara pemlndahbukuan darl rekerdng kao umum negata ke rckenhg
kaa umum daer*l Penyaluran Dana Ba$ Haall (DBH) PBB
dilakcanakan bedasarkan realieaEi penerlrnaan PBB tahun anggaran
berialan. Penyaluran DBH PBB dilaksanakan secara ndnggua+ ydhr
eetiap hari Rabu dan |urnrat. Penyaluran PBB ba$an pemerfoitah
sebesar 6,5% yang dtbagikan secara merata kepada seluruh
kabupaten/kota.dilaksanakan secara tiga tahap, yaitu pada bulan-
bulan April, Agustus, dan November tahun anggaran berjalan.
Penyaluran PBB bagian pemerintah sebesar 3,5% yang dibagikan
sebagai insentif kepada Kabupaten/Kota yang realisasi penerimaan
PBB Sektor Pedesaan dan Perkotaan pada tahun anggaran
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sebelumnya mencapai/melampaui rencana penerimaan yang
ditetapkan dilaksanakan dalam bulan November tahun anggaran
berjalan.
Ketentuan lebih lanjut mengenai pembagian hasil penerimaan
PBB di atas dan penyalurannya diatur sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku, yaitu peraturan pemerintah
tentang Pembagian Hasil Penerimaan pBB antara pemerintah pusat
dan Daerah, dan Peraturan Menteri Keuangan yang menindaklanjuti
PPtersebut.
Semula peraturan pemerintah yang mengatur pembagian hasil
penerimaan pajak bumi dan bangunan antara pemerintah Fusat dan
daerah adalah Peraturan Pemerintah Nomor 4z rahun 19g5. Dengan
berlakunya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 dan adanya
perubahan undang-undang Nomor 12 Tahun 19g5 tentang pajak
Bumi dan Bangunan yang diubah dengan undang-undangNJmor 12
Tahun 1994, Petaturan Pemerintah Nomor 47 tahun tigs di atas
diganti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2000 tentang
Pembagian Hasil Penerimaan pajak Bumi dan Bangunan antara
Pemerintah Pusat dan Daerah.
Hasil penerimaan pajak bumi dan bangunan bagian daerah
provinsi sebesar 1'6,2% dab daerah kabupaten/kota sebesat 64,g%
serta bagian pemerintah pusat sebesar 10% yang dibagikan kepada
seluruh kabupaten dan kota merupakan pendapatan iaerah ,"Uup
tahun anggaran dicantumkan dalam Anggaran pendapatan Belanja
Daerah(APBD).
Sementara itu, hasil penerimaan pajak bumi dan bangunan untuk
biaya pemungutan sebesar 9% dibag-,l,an kepada Direkiorat ]endral
Pajak dan Daerah. Selanjutnay, dengan berlakunya peraturan
Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana iterimbangan,
ketentuan dalam Peraturan pemerintah Nomor 16 Tahun i000
tentang Pembagian Hasil penerimaan pajak Bumi dan Bangunan
antara Pemerintah Pusat dan Daerah ini, selama tidak diatur dalim pp
55 Tahun 2005 dinyatakan tetap berlaku.
Pengelola dana Bp-pBB adalah atasan langsung dan
bendaharawan BP-PBB yang ditetapkan dengan Keputu"san Itlenteri
Keuangan atau pejabat yang ditunjuk. Setiap tah.r, 
"r,gg*"r, 
salinan
keputusan dan contoh tanda tangan atasan la'igsung dan
bendaharawan Bp-pBB disampaikan kepad"a K"antor
Pembendaharaan dan Kas Negara (KpKN) setempat.
Kesimpulan. Pembahasan pada bab-bab sebelumnya maka
dipandang perlu untuk menegaskan beberapa hal sebagai #rikut :'1,. Hubungan keuangan antara pemerintah pusat dai Daerah yang
lenyangkut aspek Dana perimbangan khususnya Dana Bagi
Hasil belum memberikan peran kepada Daerah 
"ntot terlibatlangsung dalam menentukan kriteril, variabel maupun jumlah
_ prosentase pembagian antara pemerintah pusat dan Daeraiu2. Hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan Daeraru
terutama yangberkaitan dengan pencarian Dana BagiHasil yang
berasel dari pajak dalam pelaksanaannya seringf *"rrgul"-i
keterlambatan dari jadwal yang seharusnya.
3. Belum adanya peraturan pelaksanaan yang berisi tentang
Pututup
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penggunaan Dana Bagi Hasil khususnya yang berasal dari pajak
agar hasibnya lebih dapat dinikmati oleh masyarakat, meskipun
sudah dimasukkan dalam APBD.
4. Ternyata penerimaan Dana Bagi Hasil untuk Daerah Provinsi
sebesar 16,2o/o masih dianggap terlalu besar oleh sebagian
pimpinan Daerah Kabupaten dan Kota di Jawa Tengah.
Satan. Hal yang dapat direkomendasikan terkait dengan
hasilpenelitian ini adalah :
1. Agar diperoleh suatu pemahaman yang sama, hendaknya dalam
menentukan besar prosentase yang akan dicantumkAn dalam
peraturan perundingan khususnya yang mengatur tentang
perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah
melibatkan masyarakat Daerah, unsur Perguruan Tinggr, hal ini
dimaksudkan untuk menjamin keadilan, transparansi dan
akuntabilitas.
2. Agar penerimaan Dana Bagi Hasil khususnya yang berasal dari
Pajak Bumi dan Bangunan pemakaiannya lebih terarah, akan
lebih tepat jika diserahkan saja kepada Daerah dan termasuk ke
dalam komponen Penerimaan Asli Daerah bukan lagi merupakan
Pajak Pusat yang kemudian Daerah memperoleh bagian. Karena
apabila hal tersebut terlaksana maka dapat dipastikan
Pendapatan Asli Daerah akan tinggi yang berarti tingkaf*
ketergantungan Daerah terhadap pusat makin rendah.
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